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Kata Pengantar

 Perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) belakangan ini cukup serius dan menyita perhatian publik. DPR 
berang lantaran KPK memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar): 
Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly, dan Mirwan Amir. Keempat 
pimpinan Banggar DPR ini diperiksa terkait  mekanisme pembahasan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). 

Pimpinan Badan Anggaran kemudian menolak melanjutkan proses pembahasan 
anggaran dan menyerahkan kepada pimpinan DPR. Surat yang disampaikan 
Badan Anggaran bernomor 118/BA/DPRRI/IX/2011 bertanggal 21 September 
2011 kepada pimpinan DPR itu berisi melepaskan tugas atau semacam 
pengembalian mandat pembahasan anggaran oleh Banggar kepada Pimpinan 
DPR. 

Terlalu banyak data dan sudah menjadi rahasia umum bahwa jejaring mafia 
anggaran selama ini melibatkan tiga kelompok aktor di institusi negara: para 
anggota DPR (legislatif) terutama yang berada di Banggar; jejaring di lembaga/
kementerian (eksekutif) yang mengatur tender-tender proyek pemerintah; 
dan perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan dalam tender proyek 
pemerintah. Ketiga aktor ini memang tak bertemu langsung, tetapi dihubungkan 
oleh para broker anggaran. Jadi, modus korupsi politik anggaran dijalankan 
dalam jaringan sistemik yang rapi. Update Indonesia kali ini mengangkat tema 
utama tentang korupsi politik anggaran.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang 
politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema mencermati RUU Intelijen. 
Lalu tema tentang partisipasi perempuan di era desentralisasi. Di bidang 
sosial mengangkat tema mengenai kekeringan yang mengancan ketahanan 
pangan, lalu tema tentang teror kekerasan terhadap perempuan dalam moda 
transportasi publik di Jakarta. Tema sosial lainnya adalah mengenai urbanisasi: 
cermin kegagalan otonomi daerah?

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan 
akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, 
serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual  tentang perkembangan ekonomi, 
politik, sosial dan budaya di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Menyoal Korupsi Politik Anggaran 

Perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini cukup serius dan 
menyita perhatian publik. DPR berang lantaran KPK memeriksa 
empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar): Melchias Markus 
Mekeng, Tamsil Linrung, Olly, dan Mirwan Amir. Keempat 
pimpinan Banggar DPR ini diperiksa terkait  mekanisme pembahasan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). 

Pimpinan Badan Anggaran kemudian menolak melanjutkan proses 
pembahasan anggaran dan menyerahkan kepada pimpinan DPR. 
Surat yang disampaikan Badan Anggaran bernomor 118/BA/
DPRRI/IX/2011 bertanggal 21 September 2011 kepada pimpinan 
DPR itu berisi melepaskan tugas atau semacam pengembalian 
mandat pembahasan anggaran oleh Banggar kepada Pimpinan DPR. 

Pemanggilan Pimpinan Banggar oleh KPK juga bukan tanpa alasan 
kuat. Sebelumnya KPK melacak adanya indikasi aliran dana yang 
diduga hasil korupsi ke Banggar DPR terkait dua kasus besar yang 
sedang ditangani KPK, yakni korupsi dalam proyek wisma atlet 
SEA Games XVII Palembang senilai Rp 191 miliar dan dalam proyek 
pembangunan infrastruktur di 19 daerah transmigrasi senilai Rp 
500 miliar. Keduanya diduga melibatkan sejumlah anggota Banggar 
DPR.

Jaringan Sistemik

Pemanggilan Pimpinan Banggar oleh KPK juga bukan tanpa alasan 
kuat. Sebelumnya KPK melacak adanya indikasi aliran dana yang 
diduga hasil korupsi ke Banggar DPR terkait dua kasus besar yang 
sedang ditangani KPK, yakni korupsi dalam proyek wisma atlet 
SEA Games XVII Palembang senilai Rp 191 miliar dan dalam proyek 
pembangunan infrastruktur di 19 daerah transmigrasi senilai Rp 
500 miliar. Keduanya diduga melibatkan sejumlah anggota Banggar 
DPR.
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Problem Sistem 

Fenomena korupsi politik atau korupsi anggaran selalau melibatkan 
para anggota legislatif dan petinggi partai. Potret buram partai politik 
itu bahkan hampir tidak menyisakan satu pun partai di parlemen yang 
tak terserempet kasus korupsi. Kasus Bank Century, kasus mafia 
perpajakan, kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur 
Senior Bank Indonesia, kasus impor daging, dan yang paling anyar, 
dua kasus besar yang sedang ditangani KPK, proyek wisma atlet 
senilai Rp 191 miliar dan proyek pembangunan infrastruktur di 19 
daerah transmigrasi senilai Rp 500 miliar. 

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa hal 
itu bisa terjadi dan faktor apa yang menjadi akar dari maraknya 
kasus korupsi politikus? Paling tidak, ada tiga faktor utama yang 
terindikasi kuat menjadi pendorong sekaligus akar korupsi politik 
yang melibatkan para politikus hari-hari ini: implikasi dari lemahnya 
sistem penganggaran dan ketidaktransparan proses pembahasan 
APBN; imbas dari liberalisasi sistem pemilihan yang menyebabkan 
prosedur pemilihan berbiaya tinggi (high-cost procedure); serta 
dampak dari rapuhnya sistem pendanaan partai politik.

Proses penyusunan anggaran selama ini tidak transparan dan 
cenderung tertutup mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan. 
Rapat-rapat Banggar tidak hanya dibahas di DPR, tetapi juga di luar 
forum di DPR. Penyimpangan lainnya, seringkali munculnya pos 
alokasi dana di luar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. 

Undang-undang itu sebenarnya hanya dikenal Dana Perimbangan. 
Namun, Banggar memunculkan alokasi dana di luar ketentuan resmi 
bernama Dana Penyesuaian dan Percepatan Pembangunan. Selain 
itu, tidak adanya rapat dengar pendapat umum yang melibatkan 
masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang APBN. 
Padalah umumnya pengesahan suatu RUU harus melalui RDPU 
dengan masyarakat. 

Sistem pemilihan yang kian liberal tak hanya menyebabkan biaya  
penyelenggaraan tinggi, tapi juga biaya politik (kampanye) yang 
sangat tinggi. Kandidat yang tidak memiliki modal cukup akhirnya 
melakukan transaksi dengan elite ekonomi (pengusaha penyandang 
dana politik) sebagai sponsor. Politik transaksional seperti inilah yang 
berlanjut pada politik balas jasa dan cenderung koruptif. Sistem 
pendanaan partai bermasalah, mulai pemasukan, pengelolaan, 
hingga transparansi pengeluaran. Dana kampanye caleg, misalnya, 
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selama ini tidak dilaporkan secara transparan. Padahal, jika 
diakumulasi, justru lebih besar daripada dana kampanye partai. 

Kelemahan lainnya, sistem pendanaan publik dan mekanisme iuran 
anggota yang seharusnya menjadi tulang punggung pendanaan 
partai tidak berjalan. Pasalnya, pada situasi rendahnya tingkat 
kepercayaan publik terhadap partai, tentu sangat sulit mendapatkan 
partisipasi publik dalam pendanaan partai. Akibatnya sumber 
pemasukan pendanaan partai 

mengandalkan sumbangan dari pengusaha--secara legal maupun 
ilegal--dan setoran kader serta pengurus yang menjadi pejabat 
publik (anggota legislatif dan kepala daerah).

Pendanaan partai yang bertumpu pada pengusaha inilah yang 
berkembang menjadi politik balas jasa dan relasi ekonomipolitik 
saling menguntungkan (simbiosis politik mutualisme). Di satu sisi, 
politikus memiliki modal basis politik yang kuat, tapi kurang dalam 
hal sumber finansial. Di sisi lain, pengusaha surplus dalam hal sumber 
finansial, tapi membutuhkan dukungan dari aspek basis politik. 

Pola relasi seperti inilah yang berpotensi besar mendorong terjadinya 
penyalahgunaan wewenang elite partai, yang juga sekaligus menjadi 
pengurus partai, berkolaborasi dengan kepentingan bisnis ekonomi-
politik. Apalagi undang-undang hanya membatasi sumbangan 
maksimal dari luar, tapi tidak membatasi besaran sumbangan 
pengurus partai.

Pada situasi kebutuhan finansial sistem pemilihan berbiaya tinggi, 
rapuhnya sistem rekrutmen partai, serta pendanaan partai yang 
bermasalah inilah yang mendorong terjadinya korupsi di parlemen 
dalam bentuk praktek percaloan anggaran dan permainan 
proyek pemerintah oleh anggota legislatif. Selain melalui fungsi 
penganggaran, korupsi di parlemen merasuk dalam fungsi 
legislasi, dengan pasalpasal dalam pembahasan di DPR yang kerap 
“diperdagangkan”secara diam-diam. Selain itu, para kepala daerah 
melakukan korupsi keuangan daerah. 

Karena itu, para politikus (DPR) melakukan korupsi politik (anggaran) 
sejatinya tidak hanya disebabkan “kerakusan” untuk memperkaya 
diri pribadi, tapi juga untuk mengisi pundi-pundi partai, akibat besar 
celah penyimpangan dan rapuhnya sistem. 
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Rekomendasi

Ada beberapa pemikiran yang dapat diajukan untuk membenahi 
sistem pemilihan dan sistem internal partai yang dapat diajukan 
guna mengantisipasi, atau paling tidak mengurangi potensi korupsi 
politikus belakangan ini. Pertama, diperlukan pembenahan sistem 
dan mekanisme pembahasan APBN baik di komisi-komisi maupun 
di Banggar agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu perlu juga 
dikaji oleh KPK tentang upaya pencegahan untuk memperkecil celah 
modus permainan mafia anggaran.

Kedua, diperlukan regulasi pembatasan belanja kampanye partai. 
Hal ini untuk meminimalkan terjadinya praktek korupsi anggaran 
karena motif untuk mengisi kas partai. Selain itu, pembatasan 
belanja kampanye sekaligus mendorong agar pelaksanaan pemilu 
semakin murah dan relatif adil. Hal perlu dipertimbangkan agar 
masuk dalam RUU Pemilu. 

Ketiga, diperlukan pembenahan sistem pendanaan partai, mulai 
aspek pemasukan, pengelolaan, hingga transparansi laporan 
pengeluaran partai. Karena itu, perlu pula dikaji sejauhmana 
dibutuhkannya UU Keuangan/Pendanaan Partai. 

— Hanta Yuda AR —

Para politikus (DPR) 
melakukan korupsi 
politik (anggaran) 
sejatinya tidak hanya 
disebabkan “kerakusan” 
untuk memperkaya diri 
pribadi, tapi juga untuk 
mengisi pundi-pundi 
partai, akibat besar 
celah penyimpangan 
dan rapuhnya sistem. 
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Apa Kabar Partisipasi Perempuan 
di Era Desentralisasi?

Penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia 
hingga kini telah berlangsung lebih dari satu dekade, sejak tahun 
1999. Desentralisasi memberikan otonomi luas bagi daerah untuk 
membangun daerahnya masing-masing. Era otonomi daerah 
ini secara teoritis memberi peluang bagi masyarakat di daerah 
untuk lebih mudah dan lebih langsung terlibat dalam partisipasi 
pembangunan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi 
diasumsikan dapat lebih mendekatkan masyarakat pada proses 
kebijakan publik di tingkat daerah.

Bagaimana kondisi partisipasi perempuan di era desentralisasi? 
Pada Mei-September 2011 yang lalu, The Indonesian Institute 
telah melaksanakan penelitian lapangan untuk mengkaji bagaimana 
perkembangan gambaran partisipasi perempuan di era desentralisasi 
di Indonesia hingga saat ini. Apa saja kendala dan tantangannya? 
Apa saja peluang dan strategi yang dimungkinkan untuk perbaikan 
ke depannya. Penelitian ini dilakukan untuk Oxfam GB di Indonesia 
dan berfokus pada kebijakan desentralisasi dan partisipasi perempuan 
dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota dan desa/
kelurahan. Penelitian ini mengambil studi kasus di dua lokasi, yaitu di 
Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jayapura, Papua. 
Berikut ini adalah paparan singkatnya.

Desentralisasi dan partisipasi perempuan dalam skala 
nasional

Desentralisasi di Indonesia secara resmi dimulai sejak diterbitkannya 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Kebijakan itu selanjutnya diperbaiki terus instrumen dasar hukumnya 
hingga sudah tiga kali revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 lalu 
UU No. 8 Tahun 2005, dan direvisi lagi dalam UU No. 12 Tahun 
2008. Sementara regulasi yang menjamin partisipasi perempuan 
dalam kebijakan publik, antara lain diatur lewat UU yang menjamin 
partisipasi publik secara umum (pria dan wanita). Ada 2 hal yang 
utama, yaitu partisipasi politik, yang a.l. diatur dalam UU Pemilu, 
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UU HAM, dan sebagainya; dan partisipasi dalam pemerintahan, 
yang a.l. diatur dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional hingga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

Gambaran partisipasi perempuan di tingkat nasional antara lain 
dapat dilihat dalam beberapa indikator berikut.Keterwakilan 
perempuan di lembaga legislatif, yaitu hingga 2011, terdapat 17,7% 
anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI; 16% 
di DPRD Provinsi; 12% di DPRD Kota/Kabupaten; dan 22,7% di 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara tingkat partisipasi 
perempuan di lembaga legislatif di era sebelum desentralisasi paling 
tinggi hanya 9,8% pada 1992.

Tingkat partisipasi di lembaga eksekutif. Hingga 2009, dari seluruh 
Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, sebanyak 45,45% perempuan; 
perempuan yang menduduki Golongan III adalah sebesar 50,13; 
dan Golongan IV adalah 19,09 %. Perempuan yang menduduki 
jabatan menteri adalah sebanyak 4 orang, yaitu sama dengan 11,4 
% dan yang menduduki jabatan Gubernur hanya 1 orang. Partisipasi 
perempuan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-
Pedesaan) cukup tinggi sebesar 49%. Hal ini karena ada program-
program spesifik untuk perempuan, misalnya Kredit Usaha Rakyat 
khusus untuk perempuan.

Potret partisipasi perempuan di tingkat daerah

Partisipasi perempuan di Kota Makassar, setelah satu dekade 
era desentralisasi dapat dikatakan tingkatannya sudah cukup 
baik. Perempuan sudah banyak aktif di forum masyarakat di 
kelurahan, komunitas, organisasi masyarakat, partai politik, jabatan 
pemerintahan, dan parlemen daerah. Dibandingkan dengan sebelum 
era desentralisasi, yaitu sampai dengan tahun 2001 di Makassar hanya 
ada 3 perempuan (7%) dari total 45 orang di DPRD. Sementara, 
pada tahun 2011 meningkat menjadi 7 perempuan (14%) dari total 
50 orang di DPRD. Pada tahun 2011, terdapat 9 perempuan (20%) 
dari total 45 orang pejabat tingkat Eselon I di Pemerintah Kota; 
sementara sebelum era desentralisasi, masih sangat sedikit sekali 
jumlah perempuan di pejabat pemerintahan, bahkan di Golongan III 
dan IV pun waktu itu di seluruh Indonesia baru 7%.

Sementara partisipasi perempuan di Kabupaten Jayapura, untuk 
keterwakilan di legislatif hingga 2011 ini masih relatif lebih sedikit. 
Dari jumlah 27 anggota DPRD Kab. Jayapura, hanya terdapat 
2 orang (7%) anggota DPRD yang perempuan. Namun, bila 
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dilihat pada angka partisipasi perempuan di lembaga eksekutif di 
pemerintahan kabupaten, terdapat angka yang tinggi, yaitu 42,61 
% (2301 dari 5400 orang) pegawai negeri sipil (PNS) Kab. Jayapura 
adalah perempuan. Pada tahun 2011 terdapat 20 % (5 dari 25 orang) 
pejabat Eselon II dan III setingkat SKPD yang dijabat perempuan. 
Tingginya representasi ini tampaknya didorong oleh kebijakan 
affirmative action terkait pengarusutamaan gender dan tidak lepas 
dari kebijakan Otonomi Khusus Papua bahwa Pemerintah Daerah di 
Papua harus mendorong dan memberdayakan partisipasi perempuan 
(Pasal 47 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua).

Tantangan dan Peluang

Yang masih menjadi tantangan utama adalah mengatasi hambatan 
budaya di daerah-daerah di Indonesia, di mana budaya dominasi 
pria dan sub-ordinasi perempuan masih dijunjung di masyarakat 
baik di kota maupun desa. Di samping itu, tantangan mengatasi 
hambatan psikologis pada perempuan yang masih kurang motivasi 
dan keberanian untuk maju dan berpartisipasi aktif. Ini tidak lepas 
dari hambatan kapasitas perempuan dalam mengatasi peran ganda 
di ranah domestik dan publik. 

Tantangan untuk meningkatkan kapasitas perempuan tidak hanya 
pada perempuan yang masih belum terlibat aktif di tingkat akar 
rumput, namun juga pada perempuan yang sudah duduk di posisi 
legislatif dan eksekutif, dimana ketika kinerja mereka di ranah publik 
dinilai buruk karena kurang kapasitas, maka hal itu akan menjadi 
bumerang karena masyarakat akan menilai bahwa perempuan tidak 
mampu di ranah publik.

Peluang yang dapat dioptimalkan untuk perbaikan ke depan antara 
lain adalah adanya akses dan penguatan partisipasi perempuan lewat 
panggung otonomi daerah dan kebijakan pembangunan partisipatif 
masyarakat. Kemudian upaya-upaya pengarusutamaan gender dan 
advokasi kesetaraan gender juga telah menunjukkan hasil adanya 
kondisi sosial budaya dengan kesadaran baru pada setidaknya 
sebagian masyarakat dengan adanya kesadaran dan kebanggaan 
untuk mendorong perempuan di keluarga untuk lebih aktif dan maju; 
serta pengakuan pada posisi dan kualitas perempuan di ranah publik. 
Model dari praktik-praktik yang baik (good practices), dimana sudah 
banyak perempuan yang dilihat masyarakat bahwa mereka dapat 
aktif dan berprestasi di ranah publik, dan tetap berkinerja baik di 
ranah domestik, juga menjadi peluang yang optimistis bagi advokasi 
peningkatan partisipasi perempuan.

— Antonius Wiwan Koban—

Partisipasi perempuan 
di era desentralisasi 
di Indonesia selama 
satu dekade silam ini 
telah menunjukkan 
perkembangan yang 
optimistis. Tantangan 
yang masih ada antara 
lain kesenjangan 
gender akibat budaya 
patriarki yang masih 
kental. Namun, akses 
desentralisasi dan 
kesadaran sosial baru 
serta good practices 
perempuan di ranah 
domestik dan publik, 
serta kemitraan 
stakeholders menjadi 
peluang untuk 
perbaikan ke depan.
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Mencermati RUU Intelijen

DPR RI bersama pemerintah akan mengesahkan RUU Intelijen 
menjadi Undang-undang Intelijen pada akhir tahun 2011. RUU ini 
merupakan inisiatif DPR RI yang disusun oleh Komisi I dan telah 
mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian dalam pembahasan 
yang dilakukan Komisi I bersama pemerintah, serta masukan dari 
berbagai komponen masyarakat, seperti LSM, Universitas dan para 
ahli.

Meskipun draf terakhir RUU ini belum dibuka untuk publik karena 
baru selesai pembahasan tingkat I bersama pemerintah dan akan 
menuju pembahasan tingkat II untuk disahkan di rapat paripurna, 
setidaknya berdasarkan draf awal yang sudah dibuka terdapat 
beberapa hal yang perlu dicermati. 

Karena boleh dikatakan, hampir setiap negara di dunia mengalami 
permasalahan antara hubungan intelijen dengan sistem demokrasi. 
Intelijen adalah instrumen bernegara dalam rangka melindungi 
kepentingan nasional dari berbagai ancaman baik dari segi keamanan, 
politik bahkan sosial dan ekonomi. Namun, karena kegiatan intelijen 
selalu bersifat rahasia dan seringkali masuk keruang personal, maka 
gesekan dengan prinsip demokrasi dan keterbukaan acap terjadi.

Berdasarkan hal itulah muncul kewajiban untuk mencermati dan 
mengawasi penerapan UU Intelijen ini. Setidaknya ada beberapa 
hal yang patut dicermati antara lain:

Penyadapan:

Dalam RUU Intelijen, intelijen dinyatakan boleh melakukan 
penyadapan. Proses penyadapan ini harus dilakukan melalui 
mekanisme dan prasyarat yang jelas dan terperinci. Dalam Rapat 
Kerja Komisi I dengan Pemerintah, dalam hal ini BIN, pada 29 
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September 2011, disepakati bahwa penyadapan hanya bisa 
dilakukan dengan ketentuan:

Untuk penyelenggaraan fungsi intelijen;

•	 Atas perintah kepala Badan Intelijen Negara (BIN); dan 

•	 Jangka waktu penyadapan paling lama 6 bulan dan dapat 
diperpanjang sesuai kebutuhan.

Penyadapan juga dinyatakan harus dengan sepersetujuan dari 
Ketua Pengadilan. Poin persetujuan dari ketua pengadilan adalah 
hal yang sangat krusial, karena tanpa itu kemungkinan terjadinya 
pelanggaran terhadap hak asasi seseorang dalam jangka waktu 
yang sangat panjang (6 bulan) amat mungkin terjadi.

Selain itu, pengaturan penyadapan juga harus mengacu kepada 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PPU-1/2003 dan 
Putusan No.012-015-019/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-
undang KPK terkait kewenangan penyadapan, serta Putusan 
No. 5/PUU-VIII/2010 yang menguji UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yang intinya meyatakan pendapat MK bahwa perlu 
ditetapkan perangkat peraturan tersendiri tentang penyadapan 
setingkat undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan 
penyadapan yang melanggar hak-hak konstitusional warga 
negara.

Pemeriksaan intensif atau penggalian informasi

Sepanjang pembahasan RUU Intelijen terjadi perdebatan 
mengenai adanya pasal mengenai pemeriksaan intensif yang 
dilakukan badan intelijen terhadap  seseorang yang sedang 
menjalani proses hukum. Pemeriksaan intensif ini ditengarai 
merupakan wujud dari masih adanya hasrat intelijen untuk 
melakukan pemeriksaan atau interogasi.

Karena itu, kata-kata ini  kemudian berubah menjadi “pendalaman” 
dan karena masih dirasa multitafsir dan tidak ada dalam kamus 
penegakan hukum dan pengadilan, maka kata itu kemudian 
berubah menjadi “penggalian informasi”. Penggalian informasi 
ini berdasarkan pembahasan di Komisi I bersama pemerintah 
kemudian juga diikuti prasyarat, yaitu:

Untuk penyelenggaraan fungsi intelijen;
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•	 Atas perintah Kepala BIN; 

•	 Tanpa melakukan penangkapan dan atau penahanan; dan

•	 Bekerjasama dengan penegak hukum terkait.

•	 Perubahan kata-kata pemeriksaan intensif menjadi 
penggalian informasi dengan tanpa melakukan penangkapan 
dan penahanan harus diapresiasi, Karena hal ini sangat 
menakutkan bagi warga negara yang sudah mengalami 
berbagai situasi represif dalam orde pemerintahan yang lalu.

Pengawasan

Meskipun berbagai pasal telah menunjukkan kemajuan yang 
cukup menggembirakan, hal yang perlu dicermati lagi adalah 
fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas intelijen. Pengawasan 
terhadap intelijen bisa dilakukan beberapa lapis. Diantaranya:

•	 Pengawasan parlemen.

Pengawasan parlemen diperlukan untuk melakukan mekanisme 
check and balances supaya intelijen tidak digunakan untuk 
kepentingan politik penguasa. Dalam pembahasan Komisi I 
akan dibentuk sebuah komite khusus dalam Komisi I tentang 
intelijen. Komite ini dapat meminta keterangan pada anggota 
atau badan intelijen maupun menteri terkait kegiatan intelijen. 
Namun, yang harus diingat untuk menghindari terjadinya 
politisasi intelijen di parlemen, komite ini harus beranggotakan 
utusan dari semua partai politik yang ada di parlemen.

•	 Pengawasan oleh pemerintah

Pemerintah sesungguhnya adalah pengguna intelijen. 
Oleh karena itu, pemerintah juga harus melakukan fungsi 
pengawasan dan kontrol terhadap intelijen. Pengawasan dan 
kontrol ini bisa dilakukan dengan menetapkan aturan main 
dan prosedur, serta mewajibkan pelaporan seluruh kinerja 
intelijen ke presiden secara tertulis.

•	 Pengawasan yudikatif

Pengawasan yang dilakukan peradilan adalah dalam rangka 
melihat apakah kegiatan intelijen melanggar kebebasan sipil 
dan hak asasi warga negara. Termasuk menguji aturan-aturan 
internal organisasi dan meminta informasi yang dirahasiakan 
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untuk pengungkapan sebuah kasus. Bila kegiatan intelijen 
terbukti menimbulkan kerugian pada seorang korban, maka 
pengadilan akan memberikan keputusan untuk memperbaiki 
hal tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada petugas dan/
atau pejabat intelijen tersebut.

•	 Pengawasan lain

Pengawasan juga bisa dilakukan oleh komisi-komisi negara,  
seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan 
Perempuan, Komisi Informasi Publik, atau bahkan sebuah 
Badan Pengawas Eskternal. Badan pengawas ini bertugas 
untuk menangai komplain dari pihak yang merasa dirugikan 
atas sebuah kegiatan intelijen, melakukan fungsi investigatif, 
serta memberikan hak atas rehabilitasi, kompensasi atau 
pemulihan nama akibat penyimpangan dan penyalahgunaan 
sebuah kegiatan intelijen terhadap seseorang atau kelompok.

Demikian beberapa hal yang harus dicermati bersama dalam 
menyongsong disahkannya UU Intelijen di Indonesia. Dengan 
begitu, diharapkan akan terbentuk intelijen Indonesia yang memiliki 
akuntabilitas dan legitimasi untuk mencegah penyalahgunaan 
kegiatan intelijen untuk kepentingan pihak tertentu.

— Benni Inayatullah —

Adanya UU 
Intelijen diharapkan 
membuat Intelijen 
Indonesia mampu 
menyeimbangkan 
antara kepentingan 
nasional dengan hak-
hak konstitusional 
warga negara, seperti 
halnya kebebasan 
masyarakat dalam era 
demokratisasi. 
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Kekeringan Mengancam Ketahanan Pangan

Sosial

Tanggal 24 September selalu diperingati sebagai Hari Tani Nasional. 
Sangat disayangkan pada Hari Tani tahun ini, kekeringan menyambut 
perayaannya dan berimplikasi langsung kepada kehidupan petani. 
Pada tahun ini, kekeringan melanda 95.851 ha dan lahan puso 
sebesar 3.713 ha (Prakarsa, 2011). Luas daerah itu meliputi sekitar 
80 persen wilayah pertanian di Indonesia.

Kekeringan disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah tidak 
tersedianya lagi sumber-sumber air yang diberikan oleh hutan. Begitu 
pula dengan tidak berfungsinya irigasi, tidak terencana dengan baik 
skema tata produksi tanam kaum tani, serta perkebunan (tata lahan 
secara nasional). Di samping itu, tidak ada kebijakan yang sinergi 
tentang perkiraan cuaca dengan pertanian, yang juga menunjukkan 
ketidaksigapan dan ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisispasi 
kekeringan yang sudah menjadi langganan tiap tahunnya. 

Efek domino kekeringan

Dampak langsung dari kekeringan terutama yang melanda lahan-
lahan pertanian adalah berkurang drastisnya hasil pertanian. 
Berkurang drastisnya hasil pertanian berdampak langsung pada 
ketahanan pangan keluarga petani dan bangsa secara lebih luas. Dan 
akhirnya, petani tetap menjadi kelompok penyumbang terbesar 
pada angka kemiskinan Indonesia. 

Berdasarkan data sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 
pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin tercatat 31,02 juta dan 
sebesar 64,2 persen-nya atau sebesar 19,9 juta jiwa berada di daerah 
pedesaan dengan mata pencarian utama di sektor pertanian. Dan 80 
persen petani Indonesia adalah petani gurem  (hanya memiliki tanah 
kurang dari 0,3 hektar) dan yang tidak memiliki tanah (KPA,2011). 

Jika mengacu pada angka kemiskinan BPS di atas, ini artinya 
pertama, masyarakat miskin Indonesia akan semakin miskin, dan 
kedua, Indonesia sudah bisa dikategorikan ke dalam keadaan tidak 
tahan pangan karena produksi pertanian yang menurun drastis 
karena kekeringan ini.
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Kekeringan dalam perspektif HAM

Dari penjelasan di atas jelas bahwa ketidaktahanan pangan tercipta 
salah satunya karena adanya fenomena kekeringan yang luas. 
Ketidaktahanan pangan suatu negara, jika dilihat dalam perspektif 
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah pelanggaran HAM atas 
pangan. Hal ini termaktub dalam Komentar Umum Nomor 12 
Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Pada komentar umum tersebut dikatakan bahwa hak atas pangan 
merupakan salah satu unsur dalam HAM, yaitu termasuk dalam 
hak sosial. Yang dimaksud dengan hak atas pangan adalah hak tiap 
manusia, termasuk perempuan dan anak, yang mempunyai akses 
fisik dan ekonomi sepanjang waktu untuk mendapatkan pangan 
yang cukup sebagai syarat dalam martabat manusia.

Dan pada Komentar Umum Nomor 3 Konvensi ini yang mengatur 
tentang Sifat-Sifat dan Kewajiban Negara Anggota, dikatakan 
bahwa “kewajiban pokok minimum untuk menjamin pemenuhan 
dari setiak Hak-hak (Sosial budaya dan termasuk hak atas pangan) 
adalah merupakan kewajiban dari seluruh negara yang sudah 
meratifikasi konvensi ini, diantaranya adalah Indonesia. 

Dengan demikian, fenomena kekeringan yang berujung pada 
ketidaktahanan pangan bangsa, bisa dimaknai juga sebagai kelalaian 
pemerintah dalam melaksanakan mandat konvensi ini. 

Terlepas dari kepatuhan atau ketidakpatuhan pemerintah terhadap 
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, menarik juga jika kita 
menyimak respon pemerintah terhadap fenomena kekeringan saat 
ini.

Alih-alih mengambil tindakan cepat namun untuk jangka panjang, 
pemerintah malahan mengeluarkan komentar bahwa kekeringan 
yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang luar biasa dan kondisinya 
sama dengan apa yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, sehingga 
belum dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk menanganinya. 

Pernyataan tersebut membuat langkah-langkah yang diambil 
pemerintah untuk mengatasi kekeringan ini terkesan tidak 
terencana, kuratif, dan tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, 
dengan tetap menggalakkan impor berbagai bahan pangan, seperti 
beras, cabe, bawang, jahe, garam, gula dan masih banyak lagi yang 
lainnya, dengan alasan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang 
berkurang karena kekeringan. 
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Langkah di atas memperlihatkan ketidak berpihakan pemerintah 
terhadap masyarakat miskin di satu pihak dan pada petani ataupun 
produsen dalam negeri dari berbagai bahan pangan yang diimpor 
tersebut. 

Prioritas pembangunan di daerah pedesaan.

Dari keseluruhan paparan di atas terlihat bahwa kemiskinan 
di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang 
penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam 
pelaksanaan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan 
sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional berbasis 
pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung 
akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Perubahan di atas harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah, karena dalam era desentralisasi, 
pemerintah daerah sangat berkepentingan erat dengan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dimana peningkatan produksi pertanian dapat 
menjadi salah satu sumber PAD. Selain pemerintah, pihak yang 
harus dilibatkan mulai dari perancangan kebijakan, implementasi 
dan pengawasannya adalah petani itu sendiri dan juga kelompok 
masyarakat sipil di daerah yang bersangkutan. 

Perlunya integrasi peran pemerintah pusat dan daerah, agar 
keberadaan dan keamanan pangan di seluruh wilayah negara 
tercapai dengan harga yang terjangkau. Revitalisasi peran 
pemerintah pusat dan daerah, khususnya juga menjadi isu strategis 
yang hendak diusung pada Rancangan Undang-Undangg (RUU) 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 
tentang Pangan yang tengah digodok Panitia Kerja DPR. 

Dengan demikian, mengawal RUU ini juga menjadi salah satu 
langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan di 
Indonesia. 

— Lola Amelia —

Fenomena kekeringan 
jelas menjadi ancaman 
bagi ketahanan pangan 
nasional. Langkah 
jangka panjang yang 
melibatkan pemerintah 
pusat, pemerintah 
daerah, swasta, 
masyarakat sipil dan 
juga petani, perlu segera 
diambil. Salah satu 
strategi yang dapat 
dilakukan adalah 
dengan memasukkan 
substansi ini ke dalam 
RUU Pangan yang 
tengah digodok DPR 
saat ini. 
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Teror Kekerasan terhadap Perempuan dalam 
Moda Transportasi Publik di Jakarta

Beberapa minggu ini berita tentang kejahatan (khususnya perkosaan) 
di angkutan kota (angkot) di Jakarta mulai marak kembali.  Berawal 
dari perampokan yang disertai pembunuhan dan perkosaan yang 
menimpa seorang mahasiswi di Jakarta Barat, diikuti laporan 
perkosaan di angkot di daerah Jakarta Selatan, membuat polisi 
“bereaksi”. 

Sebenarnya   masalah kejahatan di angkutan umum, khususnya 
angkot bukan hal yang baru, mengingat modus yang mirip.  Berikut 
beberapa kasus kejahatan di angkot yang terjadi selama 2011:

1 Januari 2011 Karyawati PT Pos Indonesia, EF (40) dirampok di angkot D-04 juru-
san Depok-Kukusan. Saat itu, EF hendak menuju ke kantornya yang 
terletak di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Dia dibuang di Kam-
pung Rawabelong, Tambun, Bekasi, sekitar pukul 02.00 WIB. Pada 

18 Januari 2011, dua dari 5 pelaku ditangkap di Sukmajaya, Depok. 

10 Januari 2011 Dua kuli bangunan, Toyo dan Sukirman, mengalami luka bacok oleh 
enam orang kawanan perampok di dalam angkutan umum T11 ju-
rusan Cililitan-Mekarsari. Para pelaku mengambil dompet korban. 
Karena ada perlawanan, kedua korban dibacok di bagian muka dan 

kepala.

3 April 2011 Karyawati Kemenkes, WA (32) menjadi korban kejahatan hipnotis di 
angkot D-07 jurusan Terminal Depok – Pitara. Seorang penumpang 
berpura-pura epilepsinya kambuh. WA kehilangan dompet berisi kartu 
ATM, kartu kredit, dan handphone. Pelaku membobol isi kartu terse-
but sebanyak Rp 15 juta.

Sosial
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16 Agustus 2011 Pada 21 Agustus 2011, mayat Livia, Mahasiswi Bina Nusantara 
ditemukan di Cisauk, Tangerang. Kejahatan bermula saat Livia 
naik Mikrolet M 24 jurusan Slipi-Binus-Kebon Jeruk dari depan 
kampusnya pada 16 Agustus 2011. Di dalam mikrolet, sudah ada 
3 orang pria dan sopir. Ternyata sopir dan 3 pria tersebut adalah 
komplotan.

1 September 2011 RS (28), seorang karyawati, menunggu angkutan umum yang 

mengarah ke Pasar Rebo di perempatan Cilandak (Jl Ampera), 

Jaksel, sekitar pukul 23.00 WIB. Dia kemudian naik angkot D-02 

rute Ciputat-Pondok Labu setelah mengetahui ada penumpang 

lainnya. Ternyata sopir dan penumpang komplotan bandit. RS 

diperkosa dan 2 HP-nya dirampas. Pada 13 September 2011, dia 

berhasil menemukan Yogi, sopir pemerkosanya di perempatan 

Lebak Bulus setelah 12 hari ‘mengintai’. Tiga pelaku lainnya di-

buru.

Rangkaian kejadian kejahatan di angkot tersebut semakin 
menunjukkan fakta bahwa kondisi angkutan massal di Jakarta 
belum mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi 
penumpangnya, serta membuka peluang terjadinya tindak kriminal, 
seperti perampokan hingga pemerkosaan. 

Pihak yang paling dirugikan dan terancam dengan segala bentuk 
tindak pelecehan seksual dan kriminalitas adalah penumpang 
perempuan. Sejauh ini, berbagai bentuk aksi pelecehan seksual 
terhadap perempuan di angkutan umum memang kerap 
terpinggirkan. Sebab, sulit bagi kaum perempuan untuk bertindak 
tegas terhadap laki - laki yang melakukannya. Korban pelecehan 
seksual juga sulit membeberkan bukti mengenai adanya tindakan 
yang merendahkan harga diri itu.

Tindak pelecehan seksual terjadi secara merata di berbagai moda 
transportasi umum, seperti angkutan kota, bus kota, kereta api 
hingga bus Trans Jakarta. Periode Juli - Agustus 2010, ada empat 
kasus aduan yang sudah ditangani oleh pengelola Trans Jakarta. 

Kasus pelecehan tersebut tidak hanya terjadi di dalam bus, 
melainkan ada yang sudah direncanakan sejak di halte. Motifnya 
sama, menggunakan kepadatan bus untuk bisa berdekatan dengan 
korban dan jika ada kesempatan mulai melancarkan aksinya.
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Temuan Riset Jakarta dalam studi yang dilakukan Indonesian 
Victimology Institute bekerja sama dengan Tokiwa International 
Victimology Institute (TIVI) Jepang, April 2006, dengan mengambil 
sampel mahasiswa dari dua kampus di Jakarta, dijumpai data sebagai 
berikut: sepertiga dari mahasiswa laki-laki dan dua pertiga dari 
mahasiswa perempuan mengaku pernah menjadi korban pelecehan 
seksual di transportasi umum. 

Ada 242 mahasiswi dan 84 mahasiswa yang pernah menjadi korban 
pelecehan seksual. Dari jumlah tersebut, delapan laki laki dan 31 
perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di 
kendaraan umum, baik bus kota maupun angkot, lebih dari enam 
kali.

Kasus pelecehan seksual merupakan delik aduan. Jika korban tidak 
mau membuat laporan kejadian, maka polisi tidak bisa memproses 
secara hukum orang yang diduga sebagai pelakunya. Tidak semua 
korban sanggup melawan dan juga berani melaporkan ke kepolisian. 
Tidak semua penumpang dan aparat peduli dengan perilaku 
menyimpang ini. 

Mayoritas korban perempuan merasa tidak nyaman dan leluasa 
menceritakan kembali musibah pelecehan seksual yang dialaminya, 
apalagi di hadapan aparat hukum laki-laki. Selain itu, mereka juga 
menyesalkan tindakan penumpang lain yang biasanya tidak reaktif,  
bahkan terkesan kurang peduli ketika ada penumpang lain yang 
mengalami pelecehan seksual.

Walhasil, kasus pelecehan seksual yang sampai ke permukaan, 
apalagi sampai diproses secara hukum, amat minim. Meski menjadi 
korban pelecehan seksual, tetapi mereka umumnya tidak bisa 
berbuat apa-apa, apalagi melaporkan kepada pihak yang berwajib. 

Ancaman kekerasan lainnya terhadap perempuan adalah tindak 
perampokan di dalam taksi. Hampir seluruh kejadian perampokan 
terhadap penumpang taksi korbannya adalah penumpang 
perempuan. Hal ini didasari pada anggapan bahwa perempuan 
cenderung tidak berdaya ketika menghadapi pelaku kriminal.

Tahun 2009 lalu, terjadi 10 perampokan taksi dengan korban 
kebanyakan perempuan. Hasil penyelidikan polisi memperlihatkan 
perempuan adalah target utama perampokan penumpang taksi. 
Sebagian besar korban umumnya perempuan berpenampilan 
menarik berusia produktif 18-40 tahun. Korban begitu mudah 
dilumpuhkan oleh pelaku dalam tempo singkat. 

Sosial
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Para perampok mempersepsikan bawa wanita lebih mudah 
diperdaya ketimbang pria. Perempuan juga dianggap lebih lemah 
dan tak mampu melawan. Para perampok ini hampir selalu berhasil 
merampok penumpang perempuan. 

Selain itu, korban perampokan adalah perempuan yang menyetop 
taksi di jalan, bukan yang memanggil taksi melalui telepon. Ini 
karena taksi yang disetop di jalan lebih sulit dilacak bila dibandingkan 
dengan yang dipesan melalui telepon (by order). Tak jarang pelaku 
juga bukan sopir resmi taksi yang bersangkutan, melainkan sopir 
‘tembak’.

Kepedulian publik untuk “melawan” berbagai ancaman dan tindak 
pelecehan seksual dan kriminalitas terhadap perempuan masih 
rendah. Termasuk para perempuan yang menjadi korban juga 
belum berani “bersuara” ketika menghadapi situasi dan ancaman 
pelecehan/tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena rendahnya 
dukungan dan kepedulian publik sekitar lokasi kejadian untuk 
menyuarakan persoalan yang dihadapi para korban.

Kebijakan perlindungan yang digulirkan pemerintah cenderung 
masih bersifat ad hoc dan reaktif, hanya untuk menyikapi maraknya 
kasus yang mengancam keamanan dan keselamatan penumpang 
perempuan. Belum ada kebijakan jangka panjang yang dilandasi 
pada aspek preventif untuk meminimalkan ancaman dan resiko bagi 
para penumpang perempuan dalam menggunakan beragai moda 
transportasi publik di Jakarta.

— Endang Srihadi  —

Ancaman dan resiko 
bagi para penumpang 
perempuan dari 
berbagai tindak 
kekerasan, kriminalitas, 
pelecehan seksual 
hingga pemerkosaan 
ketika menggunakan 
moda transportasi 
publik di Jakarta 
bersifat nyata dan 
semakin meningkat. 
Hal ini didukung 
oleh kondisi sarana 
transportasi publik 
yang sangat terbatas 
kapasitasnya, dan 
belum memberikan 
keamanan bagi 
penumpang perempuan.
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Urbanisasi: Cermin Kegagalan Otonomi Daerah? 

Urbanisasi paska Lebaran, mestinya tidak dipandang sebagai 
fenomena sosiologis semata, tapi juga adalah fenomena ekonomis 
serta politis. Dari segi ekonomi, mereka yang melakukan urbanisasi 
memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup 
dengan memilih daerah perkotaan yang menjadi pusat bisnis 
dan industri sebagai daerah tujuannya. Asumsinya, di kota-kota 
tersebut, mereka memiliki banyak peluang untuk memperoleh 
pekerjaan. Kota-kota tujuan urbanisasi di Indonesia diantaranya 
adalah Jakarta, Medan, Surabaya, Batam, dan lain-lain.

Untuk paska mudik Lebaran 2011 ini, Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi akan ada lebih dari 
satu juta penduduk desa yang bermigrasi ke kota-kota di kawasan 
Jabodetabekpunjur. Kawasan Jabodetabekpunjur yang berdasarkan 
sensus 2010 berjumlah sekitar 26 juta jiwa saja sudah over capacity 
dan menghadapi berbagai masalah, apalagi jika ditambah satu juta 
penduduk lagi. 

Dari segi politis, fenomena urbanisasi ini menunjukkan bahwa 
kebijakan pembangunan untuk desa/daerah yang selama ini 
dijalankan pemerintah pusat maupun daerah masih belum berhasil, 
sehingga masyarakat desa tetap tergoda ke kota.

Sosial
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Problem urbanisasi

Problem yang ditimbulkan akibat urbanisasi antara lain ada pada 
aspek ketertiban dan keamanan. Masalah itu muncul umumnya 
karena kesenjangan yang sangat ekstrem, terkait dengan kondisi 
sosial-ekonomi penduduk, sehingga tidak jarang kesenjangan itu 
menimbulkan konflik, baik horizontal maupun vertikal. Masalah 
keamanan juga terjadi dalam memperebutkan akses, khususnya 
dalam lapangan pekerjaan. Kegagalan dalam mendapatkan 
pekerjaan akan sangat mudah memancing tindakan kriminal.

Dari aspek infrastruktur, masalahnya timbul karena kemampuan 
pemerintah yang belum cukup memadai dalam penyediaan dan 
pemeliharaannya. Berbagai infrastruktur untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar, seperti perumahan, air bersih, lampu 
penerangan, sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi 
membutuhan dana yang sangat besar. Di sisi lain, perluasan 
fasilitas infrastruktur memerlukan ruang, yang pemenuhannya 
sangat sulit dilakukan mengingat sempitnya lahan di perkotaan. 
Tak jarang dalam pemenuhan ruang itu terjadi konflik antara 
masyarakat dengan pemerintah dan satu kelompok masyarakat 
dengan kelompok lainnya. 

Terkait dengan desanya, desa menjadi kian tidak menarik karena 
perekonomian desa tidak lagi bisa diharapkan. Sektor pertanian 
yang menjadi jantung ekonomi desa telah kehilangan daya 
pikatnya. Jamak terjadi hampir di seluruh Indonesia, konversi 
lahan-lahan pertanian subur, menjadi kawasan non-pertanian, 
seperti tambang, lapangan golf, jalan trans, pabrik, real estate, dan 
lain sebagainya.

Urbanisasi dan otonomi daerah

Hal penting dari urbanisasi adalah bahwa urbanisasi bukan 
hanya terkait perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi juga 
bagaimana sebuah desa berubah statusnya menjadi kota, dengan 
kelengkapan semua infrastruktur pendukungnya (Nugroho, 2010).

Terkait hal ini, semangat untuk memeratakan pembangunan ke 
pelosok, ke desa-desa dan daerah-daerah terpencil juga adalah 
semangat diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Dengan 
pemberian kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk 
“mengurus” daerahnya, diharapkan kesejahteraan seluruh rakyat 
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Indonesia, sebagai cita-cita negara Indonesia terbentuk, segera 
terwujud. 

Namun, fenomena membludaknya “pendatang baru” ke berbagai 
kota besar di Indonesia yang kerap terjadi pada masa paska 
Lebaran adalah salah satu indikasi kegagalan kebijakan otonomi 
daerah ini. 

Untuk itu, keputusan Pemerintah pusat untuk menghentikan 
sementara pemekaran daerah dalam kerangka kebijakan otonomi 
daerah ini patut diapresiasi. Moratorium ini akan berlangsung 
hingga adanya grand design otonomi daerah yang tengah digodok 
pemerintah. 

Kesimpulan dan rekomendasi 

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa urbanisasi 
merupakan masalah yang harus kita hadapi bersama. Meskipun 
tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi akan 
menjadi sulit jika tidak memiliki kemampuan dan keterampilan 
yang cukup. Belum lagi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat 
urbanisasi itu sendiri, baik masalah yang dialami oleh pemerintah 
setempat maupun masalah yang dialami para pendatang itu sendiri. 

Pengendalian laju urbanisasi bukan perkara tambal sulam. 
Fokus pembangunan, harus digeser dari kota ke desa. Sebab, 
bagaimanapun, desa merupakan produsen dan penyedia bahan 
baku dan juga karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di 
daerah pedesaan, yaitu sekitar 57 persen dari jumlah total penduduk 
Indonesia (BPS, 2010). 

Hal yang bisa dilakukan: pertama, pemerintah harus bisa 
membangun dan menumbuhkan ekonomi desa. Ada banyak 
program pemgembangan ekonomi desa yang dibuat pemerintah, 
seperti kredit mikro, kredit usaha kecil, modal ventura, koperasi 
unit desa, dan sebagainya. Namun, hingga sekarang belum 
menampakkan hasil, karena tidak konsisten pelaksanaannya. Selain 
itu, proses monitoring dan evaluasi dari pemerintah tidak berjalan. 
Dengan demikian, merevitalisasi program-program tersebut dengan 
menyiapkan sistem pelaksana, pendukung, serta monevnya, adalah 
sebuah keniscayaan.

Kedua, lewat jalur legislasi. Jamak diketahui bahwa sekarang ini, DPR 
tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 
Desa. Mendukung terealisasinya UU ini menjadi strategis karena 
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Masalah urbanisasi 
begitu kompleks karena 
melibatkan semua pihak, 
baik pelaku urbanisasi, 
daerah tujuan, dan 
daerah asalnya. 
Fenomena urbanisasi 
menjadi cermin 
kegagalan kebijakan 
otonomi daerah yang 
dijalankan Pemerintah 
Pusat.Mengembalikan 
poros pembangunan 
ke desa adalah solusi 
strategis untuk 
membendung urbanisasi, 
merevitalisasi kebijakan 
otonomi daerah, 
serta menghindari 
disintegrasi bangsa 
akibat ketimpangan 
pembangunan kota-
desa. 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Bab 
XI yang mengatur mengenai Desa memiliki beberapa keterbatasan, 
yaitu masih belum jelasnya aturan tentang tata kewenangan antara 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa itu sendiri. 

Hal lainnya, UU ini mensyaratkan aturan pelaksana yang harus 
dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan 
implementasi otonomi desa tidak bisa berjalan dengan optimal, 
karena kabupaten/kota selalu akan menunggu lahirnya peraturan di 
atasnya. Jika kedua rekomendasi ini dapat dijalankan secara paralel, 
permasalahan yang diselesaikan bukan hanya persoalan urbanisasi, 
namun persoalan yang lebih besar yang mengancam integrasi bangsa 
karena ketidakmerataan pembangunan, juga akan terhindari.  

 —Lola Amelia —
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda 
yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur 
Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program 
adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba 
yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan 
dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. 
TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain 
adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, policy brief dan 
analisis mingguan (Weekly Analysis), penerbitan kajian bulanan 
(Update Indonesia) dan kajian tahunan (Indonesia Report). 

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 
Jakarta Pusat 10250 Indonesia

Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com



Update Indonesia — Volume VI, No. 5- September-Oktober 2011 25

Program Riset dan Pelatihan

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka 
meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat 
meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam 
perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat 
diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para 
pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis 
dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: (1)  Analisis 
Keuangan Perusahaan, yang meliputi analisis keuangan dan kajian 
risiko keuangan. (2) Konsultansi Perencanaan Korporat meliputi riset 
ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. (3) 
Analisis Pemasaran Strategis yang meliputi pemasaran strategis dan 
disain program Corporate Social Responsibility (CSR) 

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
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guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi 
yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun 
hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana 
proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut 
peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada 
berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, 
survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam 
hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote 
getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye. 

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif 
daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan 
publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan 
masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki 
kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi 
daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran 
politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting 
untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai 
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul 
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian 
Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan 
pelatihan penguatan kapasitas DPRD.



Update Indonesia — Volume VI, No. 5- September-Oktober 2011 27

Telah Terbit
INDONESIA REPORT 2010
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah 
menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini 
merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara 
tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2010:

Bagian 1. 	 Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi,  
dan Pemerintahan Tersandera.  
Penulis: Hanta Yuda AR

Bagian 2. 	 Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.  
Penulis: Aly Yusuf

Bagian 3. 	 Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.  
Penulis: Benni Inayatullah

Bagian 4. 	 Problem Penanganan Bencana Alam.  
Penulis: Endang Srihadi

Bagian 5. 	 Peran Negara dalam Toleransi Beragama.  
Penulis: Antonius Wiwan Koban

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute,  
dengan supervisi Anies Baswedan, Direktur Eksekutif & Riset, 
dan Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Program.

Cara Pemesanan :

1.	 Pembayaran ditransfer ke Rekening :
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta  
No. Rek. 103 000 4444 838  
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua

2.	 Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita melalui 
Fax. 021. 3190 7815 atau  
E-mail:  iethapoenya5678@yahoo.com   
Tel. 021. 390 5558

3.	 Konfirmasi pemesanan mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat 
Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk 
Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan 
menghubungi kami di kontak tersebut di atas.

Advertorial
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INDONESIA 2010 merupakan 
laporan tahunan The Indonesian 
Institute, Center for Public 
Policy Research mengenai situasi 
ekonomi, sosial, dan politik 
Indonesia yang diterbitkan 
berkala setiap awal tahunnya. 
Pada terbitan awal tahun 2011 ini 
yang memuat laporan dan analisis 
situasi politik dan sosial Indonesia 
tahun 2010. Secara umum, 
seluruh tulisan menggambarkan 
situasi, evaluasi, dan rekomendasi 
kebijakan. Tidak lupa, tulisan-
tulisan ini juga memberikan 
prediksi untuk tahun 2011. 

Ada lima artikel dalam Indonesia 2010 ini. Bidang politik, tulisan 
pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan 
kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang 
hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik 
Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan 
yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua 
tentang Toleransi Beragama. 

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik 
itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik 
tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama 
tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik 
perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat 
menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk 
tahun 2011. 

Semoga Indonesia 2010 dapat digunakan dengan maksimal oleh 
berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, private sector, media 
massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

Anies Baswedan 
Direktur Eksekutif dan Riset 
The Indonesian Institute

Advertorial
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